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IEHTANG

PERUBA}IAIV ATAS PERATURATS BUPATI NOSIOR 28 TA}IUII 2018
TEITTAIIG PEIIIJABANAS AI'IGGARAIII PEIIDAPATAIIT
DAH BELAII.}A DAERAIT TAHUN AHGGARAS 2(}19

DENGAIiI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI GUNUNG MAS,

a. bahu'a penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2AW
perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang
bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan
per:geseran anggaran a,nta_r r_rnit orga_nisasi,
antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis
belanja, antar ob5,ek belanja dan antar rincian obyek
belanja;
bahrrva penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019
perln disesuaikan kembali karena adan5ra pengaiokasian
anggaran dana keiurahan, anggaran kepegax.aian untuk
penerimaan CPNS Tahun 2A19, penganggaran Dana
Alokasi Khusus, penganggaran DBH-Cukai Hasil
Tembakau, adanya peruhrahan petunjuk teknis
penganggaran pendapatan dari Dana Transfer ke Daerah,
serta rasionalisasi penganggarali di tingkat Daerah;
bahrva trerdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) sampai
dengan a-l''at (4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telahr diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AI1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiarn
Negeri Nomor 13 Tahurn 2OAO tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran
antar rincian ob1,ek belanja dalam ob1,ek belanja
berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan ciiiakukan riengan cara mengubah peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD sebragai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnS.a dianggarkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
bahr.va berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksurl pada hurr-rf a-, hurLrf b. hnruf c dan humf d
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati l\omor 28 Tahun 20i8 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj
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Talrun Anggaran 2019;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak
Bumi dan Bangunan {lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 08, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun L994 tentang Pembahan Atas
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Fajak
Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569h
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehasr Hak -{tas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun LggT
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OOO
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor * I
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomsr 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851h
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten hdurung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor i. Tahun 2AA4 tentang
Perbe.ndaharaan Negara {I"embararr Nega"ra Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355i;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara {"l"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAOJ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran
Negara Republii< Indonesia Tahun 2AO4 Narnox- 104,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Kei-rangan antara Femerintah pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Incionesia Tahun 2AA4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

10. Llnrlang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

11. flnda-ng-Undang Nomor 12 Tahrin 2Al1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%a\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5537)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun ZAM tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik &:donesia Nomor 5579);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 90,
Tambahan .I"embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturall Pemerintah Nomor
2L Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 471,2|;

L4" Peraturan Pemerintah Namor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tatrun ?ALZ Nomor 171,
Tambalean Lerrrbaran Negara Republik Indonesia
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimhrangan ilembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3T,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4576J setragaimana telah diuLrah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Peruh:ahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 1 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SlSS);

17 " Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20A6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineqa Instansi
Pemerintah {LemLraran Negara Republik Indonesta
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6H);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2A72 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan d-an Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia -l"ahun 2Afi Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

21.. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2}fi
tentang Hak Keuaxgan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun ZA|T
Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6057i;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Pinjarnan Daerah (l,embaran Negara Republik
indonesia -lahun 2018 Nomor 248,Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279|;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2A18 tentang
Standar Pela3ranan Minimal ilembaran Negara
Repubrlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor" 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2018
tent-ang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 62A6\;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZArc
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan h,{enteri DaLam Negeri Nomor 13 Tahun
20Cf6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 'lahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedom.an Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ALl
Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar ,A,kuntansi Berbasis
Akn-ral pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor la21};
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor B0 T'ahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Ivlenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Da-lam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor i57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahr_in
2018 tentang Badan Layanan Umum l)aerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l2l3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Benta Negara Repubiik lndonesra
Tahun 2AW Nomor 139);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
ZAV Nomor 2O7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 2O7.a);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor I
Tahun z}rc tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2AL6 Nomor
236, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 236.a);
Peratura:r Daerah Kabupaten Gunr:ng Mas Nomnr g
Tahun 2ALT tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Perwakilan Ralqyat Daerah
(L,embaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah

31.
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Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
14 Tahun 20i8 tenrang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lernbaran
Daerah Kabupaten Gunung hlas Tahun 2O1B Nomor
253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 263.a);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018
Fenjabaran trerubahan Anggaran Pendapatan Can
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2AW (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor a3T);

Menetapkan

MTMT'TUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TEIYTAIIIG PERUBAHAI{ ATA$
PERATURAIT BUPATI NOIVIOR 28 TAHUH 2018 TEIITTAITG
PEITJABARAIII AIIGGARAN PEI\ID*PA?AS DAl![ BEIAIrJA
DAERAH TAIIUI{ ANGGARAN 2019.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 TaJ:un
2018 tentang Penjabaran Anggasan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2479 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2A18 Nomor
a37) diubah sebagai hrerikut:
1. Ketentuan Pasai t huruf a dan huruf b diubah sehinga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berl'umlah Rp.1.C34.093.827.213,0O hrei'tambahT'berkurang sejumlah
Rp.0,00 sehingga menjadi Rp. 1.034.093 .827 .213.00 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah

L. Semula

b. Belanja Daerah
1. Semula

Rp. 1.056 .L43.827.2 13,00
2. Bertambah i (berkurang) Rr:. 3.434.71O.100.0O

.Iumlah Fendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp. 1.059.578.537.313,O0

Rp. 1.034.093 .827 .2L3,00
2. Bertambah I (berkurangi Rp. 3.434.7i0.i00,00

.Iumlah Belanja Daerah -setelah Pergeseran Rp. 1.037.528.537.313,00

Surplusl (defisit) setelah Pergeseran

c. Pembiayaan Daerah
1. Fenerirnaan Pemhia.rraan Dae:'ah

Rp. 22.050.000.000,0O

a) Semula Rp.a.450.000.000,00
b) Bertambahl{berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Pergeseran Rp. 4"450.00O,000,{}0

,,,',,:r I '' ,|.'li i( r:, ti i-l 3 B irt"i '
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2. Pengeluararr Pembiayaan Daerah
a) Semula Rp.26.500.000.000,O0
b) Bertambah(trerkurang) Rp. 0.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
seteiah Pergeseran Rp. 26.500"000.000,00
Jumlah PembiaSuaan Netto setelah Pergeseran Re. (22.050.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah pergeseran 
:

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pad.a tanggal 2 Mei 2OL9

BUPATI GUI{UNG MAS,

ttd

ARTOI{ S. DOHOilG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2019

STKRETARIS DATEAH
KASI'PATEN GUITUHG trilAs,

ttd

YAIISITERSOIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI,A BAGIAN HUKUM,

Nrp. 19651110 199203 1 013
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